PENGOPTIMALISASIAN BPHTB DENGAN PENERAPAN SISTEM E-BPHTB










 Menurut  Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Pasal 68 Tahun 
2011 Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan 
atas perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan termasuk hak pengelolaan, 
beserta bangunan di atasnya, yang menjadi subjek adalah orang pribadi atau badan 
yang mempunyai tanah dan bangunan. Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai potensi yang 
tinggi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya 
pembuatan aplikasi baru E-BPHTB Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 
berharap bisa lebih meningkatkan dan mengoptimalisasikan   potensi yang di 
dapat, meskipun dengan adanya sistem baru masih adanya kendala-kendala dalam 
pelaporannya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal berharap bisa 
mengatasi permasalahan tersebut. Adapun kendala-kendala dalam pelaporan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah sebagai berikut: 
1. Masih banyaknya wajib pajak yang kurang peduli akan pelaporan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
2. Kurangnya akses informasi yang dapat diterima oleh wajib Pajak dalam 
pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
3. Masih banyak masyarakat yang awam dengan teknologi internet sehingga 
Wajib pajak akan merasa kesulitan dalam memasukan data. 
4. Petugas verifikator yang terbatas, sehingga kesulitan dalam melakukan 
verifikasi data yang telah masuk pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal. 
5. Adanya sistem server yang kurang memadai.  








Agar pengoptimalisasian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam 
penerapan sistem E-BPHTB dapat lebih maksimal maka ada beberapa upaya 
untuk menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaporan dan 
pembayaran adalah sebagai berikut: 
1. Petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal  melakukan 
sosialisasi mengenai sistem baru E-BPHTB  agar masyarakat bisa lebih 
mengetahui tentang sistem baru tersebut. 
2. Menambah sumber daya manusia yang mampu menguasai dalam bidang 
sistem informasi sehingga dapat meningkatkan sistem yang kurang 
memadai. 
3. Menambah Petugas Verifikator agar tidak kesulitan dalam melakukan 
verifikasi karena tenaga yang sangat sedikit. 
4. Meningkatkan sarana dan prasarana agar bisa lebih memaksimalkan sistem 
E-BPHTB. 
5. Meningkatkan sistem server sehingga tidak ada gangguan dalam aplikasi 
E-BPHTB.  
6. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal harus bisa melakukan 
pelayanan dengan baik agar wajib pajak merasa aman dan nyaman 
melakukan pelaporan Bea Perolehan hak atas Tanah dan bangunan. 
7. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal agar selalu memperbarui 

















Eko, Soesanto Mammik. (2010). Modul Pengenaan PBB dan BPHTB Kementrian 
Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. 
 
Kesit, Bambang Prakoso. (2003). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Yogyakarta: UII Press. 
 
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Publisher. 
 
Narimawati, Umi. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif;  Teori 
dan Aplikasi. Bandung. 
 
Resmi, Siti. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus buku 1. Jakarta: Salemba Empat. 
 
                  (2015). Perpajakan Teori dan Kasus buku 2. Jakarta: Salemba Empat 
 
Sugiyono. (2013). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 
 
Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7: Penerbit Salemba Empat. 
Jakarta. 
 
Lainya Peraturan Perundang-undang 
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur 
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mengatur Bea 
Perolehan Hak atas Tanah  dan Bangunan. 
 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mengatur Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 










“Definisi Pajak Menurut Beberapa Ahli”. https://julfarizalh.wordpress.com. 
(diakses tanggal 03 april 2017). 
 
“Ciri-Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak”. https://cortings.wordpress.com. 









































































Lampiran VI SSPD BPHTB 
 
 
